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BAB III  

HASIL KEPUTUSAN FATWA MUI V TAHUN 2015 DAN  MUKTAMAR NU 

KE-33 TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BPJS 

KESEHATAN 

 

A. BPJS Kesehatan 

1. Pengertian 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat 

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 

jaminan sosial (UU No 24 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan 

dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang 

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan 

Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta 

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang 

yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 

 Dalam melaksanakan fungsi menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan, BPJS bertugas untuk : 
1
 

a. Melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta; 

b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; 

c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah; 

d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta; 

e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; 

                                                             
1 Undang-undang Republik Indonesia  No. 24 Tahun 2011, . . . Pasal 10.  



44 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

f. Membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan 

sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, dan 

g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan 

sosial kepada peserta dan masyarakat.  

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, BPJS 

berwenang untuk:
2
 

a. Menagih pembayaran iuran; 

b. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan 

jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, 

solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yng memadai; 

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan 

pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan Jaminan Sosial Nasional; 

d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 

pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standart tariff 

yang ditetapkan oleh pemerintah; 

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas 

kesehatan; 

f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja 

yang tidak memenuhi kewajibannya; 

g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 

ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi 

kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan,  

h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 

penyelenggaraan program Jaminan Sosial.  

 

2. Dasar Hukum BPJS  

Dasar hukum yang diberlakukan oleh BPJS Kesehatan antara lain 

sebagai berikut :  

                                                             
2 Ibid., Pasal 11. 
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a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Jaminan Sosial Kesehatan. 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan 

Kesehatan. 

3. Regulasi Denda atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan 

Ketentuan mengenai penerapan denda atas keterlambatan 

pembayaran iuran BPJS diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 

Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan pada pasal 17 yaitu :
3
  

a. Pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, membayar iuran 

yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran tersebut kepada 

BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. 

b. Untuk pemberi kerja pemerintah daerah, penyetoran iuran kepada BPJS 

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

rekening kas Negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.  

c. Ketentuan mengenai tata cara penyetoran iuran dari rekening kas Negara 

kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan peraturan Menteri Keuangan.  

d. Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh 

pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. 

                                                             
3 Undang-undang Republik Indonesia  No. 24 Tahun 2011, . . . Pasal 17 
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e. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemberi kerja selain 

penyelenggara Negara, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua 

persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk 

waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang 

tertunggak oleh pemberi kerja.  

f. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 3 (tiga) bulan, penjaminan 

dapat diberhentikan sementara.  

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran Jaminan 

Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah diatur dengan peraturan 

BPJS Kehatan setelah berkoordinasi dengan kementrian/ lembaga terkait. 

 

Di antara pasal 17 dan pasal 18 terdapat 2 (dua) pasal yang menjelaskan 

mengenai denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan, yakni pasal 

17A dan 17B sehingga berbunyi sebagai berikut :
4
  

1) Iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan 

Peserta bukan pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16F dibayarkan 

setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) kepada BPJS Kesehatan.  

2) Iuran jaminan kesehatan dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan 

yang dilakukan diawal.  

3) Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dikenakan denda keterlambatn sebesar 2% (dua 

persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk 

waktu 6 (enam) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran 

yang tertunggak. 

4) Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 6 (enam) bulan, 

penjaminan data diberhentikan sementara. 

5) BPJS Kesehatan wajib mengembangkan mekanisme penarikan iuran yang 

efektif dan efisien bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta 

bukan pekerja diatur dengan peraturan BPJS Kesehatan setelah 

berkoordinasi dengan kementrian/lembaga terkait.  

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran Jaminan 

Kesehatan bagi peserta Pekerja bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan 

pekerja diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi 

dengan kementrian/lembaga terkait.  

                                                             
4 Ibid., Pasal 17A.  
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Pasal 17B juga menjelaskan mengenai denda keterlambatan 

pembayaran iuran yaitu:
5
 

a) Ketentuan mengenai penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban 

Iuran Jaminan Kesehatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  

b) Ketentuan mengenai pengaturan penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan 

dari Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, dan 

pemerintah daerah diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 

Negeri baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan 

kewenangannya. 

 

B. Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 Tentang Denda Keterlambatan 

Pembayaran BPJS Kesehatan 

1. Proses Ijtima’ MUI  

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga 

yang dinamakan Komisi Fatwa. Penetapannya bersifat responsif, proaktif, dan 

antisipatif serta dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997.  

Proses ijtima’ penetapan keputusan fatwa MUI V Tahun 2015 

tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan dilaksanakan di 

Pondok Pesantren at-Tauh}idiyyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 

19-22 Sha’ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M. Proses ijtima’ dimulai dari dasar-

dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:
6
 

                                                             
5 Ibid., Pasal 17B.  
6 Fatwa Majelis Ulama Indonesia , No. U-596/MUI/X/1997, Pasal 2. 
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a. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan 

Sunnah Rasul yang Mu’tabarah, serta tidak bertentangan dengan 

kemaslahatan umat.  

b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana 

ditentukan pada Pasal 2 ayat 1, keputusan Fatwa hendaklah tidak 

bertentangan dengan Ijma@’, Qiyas, dan Mu’tabar dan dalil-dalil hukum 

yang lain. Seperti Istih}sa@n, Mas}a@lih} Mursalah, dan Saddu Al-dhari@’ah. 

c. Sebelum pengambilan keputusan Fatwa hendaklah ditinjau pendapat-

pendapat para dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil 

yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.  

d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil 

Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.  

 

Dalam menetapkan suatu fatwa, Komisi Fatwa MUI harus 

mengikuti prosedur penetapan fatwa yang telah digariskan, sebagaimana 

yang tercantum pada bagian ketiga tentang Prosedur Penetapan Fatwa Dasar-

Dasar Umum, pasal 3 sampai dengan pasal 5 dalam Pedoman Penetapan 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi:
7
 

Pasal 3: 

a. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih 

dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau Tim 

khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. 
b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (qat}’i) hendaklah komisi 

menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah 

diketahui nas} nya dari Al-quran dan Sunnah. 
c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang 

difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fiqih muqaran 

(perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah us}ul fiqh muqaran 

yang berhubungan dengan penarjihan. 
Pasal 4:  

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif, 

serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam 

sidang, Komisi menetapkan fatwa. 

                                                             
7 Ibid. 
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Pasal 5:  

a. Setiap Keputusan Fatwa harus ditanfidh-kan setelah ditandatangani oleh 

Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF). 

b. SKF harus dirumuskan dalam bahasa yang dapat dipahami dengan mudah 

oleh masyarakat luas. 

c. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis 

secara ringkas, serta sumber pengambilannya. 

d. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan 

rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi 

dari SKF tersebut. 

 

Dalam Prosedur Penetapan Fatwa setelah dibentuk Surat Keputusan 

Fatwa, maka akan diadakan Sidang Komisi Majelis Ulama Indonesia, nama 

komisi fatwa  dan  hukum  dipakai  untuk  menyebutkan  komisi  yang  

menangani persoalan hukum. Tugasnya adalah menampung, meneliti,   

membahas,   dan merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang masalah-

masalah keagamaan dan kemasyarakatan terutama yang berhubungan dengan 

pembangunan di Indonesia. Dalam pasal 6 dijelaskan :  

a. Sidang komisi harus dihadiri oleh para anggota komisi yang jumlahnya 

dianggap cukup memadai oleh ketua komisi dengan kemungkinan 

mengundang tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas jika dipandang perlu. 

b. Sidang komisi diadakan jika ada ;  

1) Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan 

Pimpinan NU dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya. 

2) Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga sosial 

kemasyarakatan, atau MUI sendiri. 

3) Sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi atau wakilnya atas 

persetujuan ketua komisi.  
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Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan 

Pimpinan untuk di permaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang 

bersangkutan. Format fatwa memuat:  

a. Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh 

masyarakat luas; 

b. Judul dan Nomor fatwa, kalimat pembuka basmalah;  

c. Konsideran yang terdiri atas: 

1) Menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan 

fatwa. 

2) Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (al-Adillat al-Ahka@m), dan  

3) Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, pendapat para ulama, 

pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa. 

d. Diktum, memuat:  

1) Substansi hukum yang difatwakan, dan  

2) Rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu.  

e. Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa. 

f. Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu. 

Dan proses akhir ijtima’ yaitu berupa Hasil Keputusan Fatwa MUI V 

Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan  

ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris komisi.
8
 

                                                             
8 Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Bagian Ketiga, Bab V. 
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2. Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 Tentang Denda Keterlambatan 

Pembayaran BPJS Kesehatan 

Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dilaksankan di Pondok 

Pesantren At-tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 

Sha’ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M, menerangkan bahwa kesehatan adalah hak 

dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk 

menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat 

maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan 

kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah 

dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor  24 Tahun  

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). 

Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh 

BPJS - khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh 

mu’a@malah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa 

secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal 

jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum 

atau akad antar para pihak. 
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Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja 

Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan 

dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 bulan. Denda 

tersebut dibayarkan  bersamaan  dengan  total  iuran  yang  tertunggak  oleh  

Pemberi  Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran iuran untuk Peserta 

Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan 

sebesar 2% per bulan dari total  iuran  yang  tertunggak  paling  banyak  

untuk  waktu 6 (enam)  bulan  yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran 

yang tertunggak dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:
9
 

1. Penyelenggaraan  jaminan  sosial  oleh  BPJS  Kesehatan,  terutama  

yang  terkait dengan  akad  antar  para  pihak,  tidak  sesuai  dengan  

prinsip  syariah,  karena mengandung unsur gharar, maysir dan riba@. 

2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan 

melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan 

melakukan pelayanan prima. 

Dasar hukum yang digunakan dalam penerapan denda keterlambatan 

atas pembayaran BPJS Kesehatan adalah: 

                                                             
9 Majelis Ulama Indonesia, Hasil Ijtima’ Ulama V Tahun 2015, diakses dari Http://www.mui.or.id, 

Pada Tanggal  27 Oktober 2015. 

http://www.mui.or.id/


53 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

a. Firman Allah swt. : 

1) Al-quran surat al-Baqarah ayat 275-280 

                    

                                     

                               

                           

                      

                     

                       

                          

                  

                    

     

 
         Artinya :  

 

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba@ tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan shait}an lantaran 

(tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba@, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba@. orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba@), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba@), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba@ dan 
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menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang 

tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 277. Sesungguhnya 

orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan 

shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 

tuhannya. tidak ada kekhawatiran tentang mereka dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati. 278. Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba@ (yang belum 

dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu 

tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba@), maka ketahuilah, bahwa 

Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat 

(dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 280. Dan jika (orang yang 

berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia 

berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, 

lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
10

 

 

2) Al-quran surat Ali ‘Imra@n ayat 130 : 

                       

    

Artinya :  

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba@ 
dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan.
11

 

 

3) Al-quran surat an-Nisa@’ ayat 36-39 

                                

                           

                           

                          

                                                             
10 Departemen Agama R.I, . . . ,  46. 
11 Ibid., 50. 
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  Artinya : 

36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, 

karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang 

dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan 

hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang sombong dan membangga-banggakan diri. 37. (Yaitu) orang-

orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan 

menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada 

mereka. Dan kami Telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa 

yang menghinakan. 38. Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan 

harta-harta mereka karena riya\ kepada manusia, dan orang-orang yang 

tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa 

yang mengambil shait}an itu menjadi temannya, maka shait}an itu 

adalah teman yang seburuk-buruknya. 39. Apakah kemudharatannya 

bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari Kemudian 

dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah 

kepada mereka? dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan 

mereka.
12

 

 

4) Al-quran surat al-Baqarah ayat 177 

                               

                             

                              

                                                             
12 Ibid., 84. 
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 Artinya :  

177.  Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah 

beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, 

nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan 

pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan s}alat, dan menunaikan 

zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan 

orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam 

peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan 

mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
13

 

 

5) Al-quran surat at-Taubah ayat 71 : 

                         

                        

            

Artinya :  

 

71.  Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang ma'ru@f, mencegah dari yang munkar, 
mendirikan s}alat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 

Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
14

 

 

                                                             
13 Ibid., 27. 
14 Ibid., 198. 
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6) Al-quran surat al-Ma@’idah ayat 2 :  

                            

                            

                      

                               

       

 

Artinya :  

 

 

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar shi'ar-
shi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

binatang qala@-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan kerid}aan 

dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 

maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidil H}ara@m, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan 

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya.
15

 

  

Dalil-dalil Al-quran di atas menjelaskan ketetapan berbuat baik itu 

untuk kedua orang tua, kerabat, anak-yatim, orang-orang miskin, budak dan 

seterusnya. Kemudian perintah untuk berinfak dijalan Allah dan peringatan 

dari bakhil dan kikir serta penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah 

hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi mencakup juga seluruh manhaj ilahi 

                                                             
15 Ibid., 106. 
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seperti memberikan harta kepada kerabat dan anak yatim. Semua itu 

menegaskan bahwa Islam itu ditujukan untuk merealisasikan jaminan yang 

bersifat umum yang mencakup seluruh individu umat Islam dan masyarakat 

sehingga mereka hidup di bawah naungan bendera kemuliaan Islam dalam 

keadaan aman, damai dan saling menolong satu sama lain.
16

 

b. Dalil dalam Hadith 

Di antara nas} yang menunjukkan jaminan sosial adalah terdapat 

dalam hadith :  

1) Hadith Riwayat Muslim 

 

عَب دِ الِله، قَالَ : لَعَنَ رَسُو لُ الِله صلى الله عاليو وسلم اكَِلَ الرِّباَ وَمُؤ كِلَوُ، قاَلَ قُ ل تُ  عَن  
اَ نَُُدِّثُ بِاَ سََِع نَا )رواه مسلم في صحيحو(   وكََاتبَِوُ، وَشاىَِدَي وِ قاَلَ إِنَّم

 

Artinya :  

 Dari Abdullah ia berkata : ‚Rasulullah saw. Melaknat orang yang 

memakan (mengambil) riba@‛. Rawi berkata: saya bertanya: ‚Apakah 

Rasulullah melaknat (juga) orang yang menuliskan dan dua orang 

yang menjadi saksinya?‛ Ia Abdullah menjawab: ‚kami hanya 

menceritakan yang kami dengar‛. (HR. Muslim).
17

 

 

2) Hadith Riwayat Muslim  

عَن  جابَِرٍ قالََ: لَعَنَ رَسُو لُ الِله صلى الُله عليو وسلم اكَِلَ الرِّباَ وَمُؤ كِلَوُ وَشَاىِدَي وِ وَقاَلَ 
 ىُم  سَوَاءٌ )رواه مسلم في صحيحو(

                                                             
16 Keputusan Komisi B2 Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah Ijtima’ Ulama komisi Fatwa Se Indonesia V 

Tahun 2015, 61. 
17 Imam Abi Husain Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-kitab alamiyah, 1995), 287. 
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 Artinya:  

Dari Jabir r.a., ‚Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan 

(mengambil) riba@, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang 

menyaksikannya‛. Ia berkata: ‚Mereka berstatus hukum sama‛. (HR. 

Muslim).
18

 

 

3) Hadith Riwayat an-Nasa’i  

يأَتِ  عَلَى النماسِ زَمَانٌ يأَ كُلُو نَ الرِّباَ  رَسُو لُ الِله صلى الُله عليو وسلمعَن  أَبِ  ىُريَ  رةََ، قاَلَ 
 لََ  يأَ كُلُو أَصَابوَُ مِن  غُبَارهِِ )رواه النساءي في سننو(فَمَن  

   

  Artinya :  

  Dari Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: ‚akan datang 

kepada umat manusia suatu masa dimana mereka terbiasa memakan 

riba@. Barangsiapa tidak memakan (mengambilnya) ia akan terkena 

debunya‛ ( HR. an-Nasa’i).
19

 

 

4) Hadith Riwayat Ibn Majah 

عُو نَ حُو باً أيَ سَرىَُا أنَ   رَسُو لُ الِله صلى الُله عليو وسلم قاَلَ  :قاَلَ  ىُريَ  رةََ  عَن  أَبِ   الرِّباَ سَب  
 يَ ن كِحَ الرمجُلُ أمُموُ )راوه ابن ماجو في سننو(

                                                             
18 Ibid., 288.  
19 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Sunan al-Nasa’i, (Beirut: Dar-al kutub Alamiyah, t.t), Juz:8, 761.  
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Artinya :  

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: ‚Riba@ adalah 

tujuh puluh dosa; dosanya paling ringan adalah sama dengan dosa 

orang yang berzina dengan ibunya‛. (HR. Ibn Majah).
20

 

 
5) Hadith Riwayat Ibn Majah 

عُو نَ باَباً )راوه ابن عَن  أَبِ عَب دِ الِله عَن  النَبِم صلى الله  عاليو وسلم قالََ الرِّباَ ثَلاثَةٌَ سَب  
 ماجو في سننو(

 

Artinya :  

Dari Abdullah, dari Nabi S.a.w., beliau bersabda: ‚Riba@ mempunyai 

tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)‛. (HR. Ibn Majah).
21

 

 

6) Hadith Riwayat Ibn Majah  

عُو دٍ انَم رَسُولُ الله عاليو وسلم اكَِلَ الرِّباَ وَمُؤ كِلَوُ وَشاىَِدَي وِ عَن  أَبِ عَب   دِ الِله ب نِ مَس 
 وكََاتبَِوُ )راوه ابن ماجو في سننو(

 

Artinya :  

Dari Abdullah bin Mas’ud: ‚Rasulullah saw. melaknat orang yang 

memakan (mengambil) riba@, memberikan, dua orang yang 

menyaksikan, dan orang yang menuliskannya‛. (HR. Ibn Majah).
22

 

 

                                                             
20 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Sunan Ibn Majjah, ( Beirut: Dar-al kutub Alamiyah, t.t), Juz:8, 235.  
21 Ibid., Juz:8, 237. 
22 Ibid. 
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7) Hadith Riwayat Ibn Majah 

: ليََأ تِيََم عَلَى النماسِ زَمَانٌ لَا  رَسُو لُ الِله صلى الُله عليو وسلم قاَلَ  :قَالَ  ىُريَ  رةََ  عَن  أَبِ  
هُم  أَحَدٌ إِلَا اكَِلُ الرِّباَ  قَى مِن   فَمَن  لََ  يأَ كُل  أَصَابوَُ مِن  غُبَارهِِ )راوه ابن ماجو في يَ ب  

 سننو(
 

Artinya :  

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: ‚sungguh 

akan datang kepada umat manusia suatu masa dimana tak ada 

seorangpun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba@. 
Barangsiapa tidak memakan (mengambil)nya ia akan terkena 

debunya‛. (H.R. Ibn Majah).
23

 

 

c. Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang Ganti Rugi (ta’wid}). menyebutkan 

bahwa:
24

 

1) Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja 

atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari 

ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.  

2) Kerugian yang dapat dikenakan ta’wid} sebagaimana dimaksud dalam 

ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. 

3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil 

yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya 

dibayarkan. 

                                                             
23 Ibid., Juz:9, 280.  
24 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.  
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4) Besar ganti rugi atau ta’wid} adalah sesuai dengan nilai kerugian riil 

yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang 

diperkirakan aka terjadi karena adanya peluang yang hilang.  

5) Ganti rugi atau ta’wid} hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) 

yang menimbulkan utang piutang, seperti Salam, Ishtisna’, serta 

Mura@bahah dan Ija@rah.  

6) Dalam akad Mud}a@rabah dan Musha@rakah ganti rugi hanya boleh 

dikenakan oleh s}a@hibul ma@l atau salah satu pihak dalam musha@rakah 

apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.  

Dan dijelaskan pula fatwa tentang ganti rugi (ta’wid}), dalam 

ketentuan khusus sebagai berikut:  

1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi LKS dapt diakui sebagai 

hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya 

2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil 

dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.  

3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.  

4) Pihak cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya 

lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.  

Serta dalam hasil keputusan MUI memberikan rekomendasi 

sebagai berikut :  
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a) Agar  pemerintah  membuat  standar  minimum  atau  taraf  hidup  

layak  dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap 

penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar 

bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar 

belakangnya. 

b) Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus 

operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah. 

 

C. Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan 

Pembayaran BPJS Kesehatan 

1. Proses Istinba@t} Bahthul Masa@il Muktamar NU Ke-33  

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, 

NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan Bahthul Masa@il yang 

dikoordinasi oleh lembaga legislatif. Forum ini bertugas mengambil 

keputusan tentang hukum-hukum Islam. Bahthul Masa@il Muktamar 

NU Ke-33 dalam hal ini membahas mengenai denda keterlambatan 

pembayaran BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di Jombang pada 

tanggal 1-5 Agustus 2015/16-20 Syawal 1436 H. proses Istinba@t} 

Bahthul Masa@il Muktamar NU Ke-33 mengenai denda keterlambatan 

pembayaran BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut : 



64 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

a. Masalah dibahas di dalam forum lajnah Bahthul Masa@il yang 

dihadiri ulama, anggota Shuriah dan para pengasuh pondok 

pesantren yang ada di dalam naungan NU.  

b. Semua anggota yang hadir telah mempersiapkan pendapat dan 

rujukan dalil, pada umumnya mengikuti rujukan Imam Syafi’i 

karena madzhab ini paling banyak diikuti. Jika pendapat Imam 

Syafi’i tidak tersedia maka mengambil rujukan lain yang masih 

dalam ruang lingkup empat madzhab. Yaitu: Syafi’i, Maliki, 

Hambali, dan Hanafi.  

c. Dalam kasus dicukupi oleh adanya kasus dalam mu’tabarah kitab 

dan disana terdapat satu qaul maka, dipakailah qaul sebagaimana 

yang diterangkan dalam kitab mu’tabarah. 

d. Proses pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan cara 

mengambil pendapat yang lebih maslahat atau yang lebih rajih  

(kuat). 

e. Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus) setelah 

mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala 

bidang keputusan ini mempertimbangkan:  

1) Status hukum  

2) Dasar dari ajaran ahlu as-sunnah wa al-jama@’ah 

3) Hukum positif (hukum negara yang berlaku saat ini). 
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f. Setelah itu dapat menghasilkan keputusan yaitu dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

1) Mengandung unsur diktur putusan yang bisa dipahami dan 

dituju secara langsung oleh orang awam. 

2) Setiap keputusan sedapat mungkin dengan analisis masalah 

yang menerangkan rincian persoalan dan pemecahan dengan 

bobot ilmiah yang memadai.
25

 

2. Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan 

Pembayaran BPJS Kesehatan 

Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-33 dilaksanakan 

di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015/16-20 Shawal 1436 H, 

mengemukakan bahwa BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk  

dengan  Undang-Undang untuk  menyelenggarakan  program  jaminan  

sosial yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh 

rakyat  Indonesia.
26

 

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu 

bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 

                                                             
25 Busyairi Harits, Islam NU , (Khalista: Surabaya, 2010), 36.  
26 Http;//muktamarnu.or.id/category/komisi. Selasa, 12 Januari 2016, 09.53.  
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Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 

tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai 

beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama 

Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT. Askes Indonesia 

(Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. 

Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 

Januari 2014. 

Adapun azas asuransi BPJS adalah kemanusiaan, manfaat 

dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip 

nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, 

kepesertaan wajib dan dana amanat. Dan program-programnya, 

meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari 

tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.  

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah 

berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi 

anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan wajib 

mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang 

atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan 

diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan 

ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian, sedangkan bagi 
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warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui Program 

Bantuan Iuran.  

Adapun iuran peserta yang bukan pekerja adalah sebesar : 

Rp. 25.500, Rp. 42.500, dan Rp. 59.500 sesuai dengan kelasnya 

masing-masing. Adapun bagi anggota yang terlambat membayar 

iuran, maka keterlambatan pembayaran iuran untuk Pekerja Penerima 

Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per 

bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu  3  

(tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang 

tertunggak oleh Pemberi Kerja. BPJS berwewenang menempatkan 

dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka 

panjang. Investasi bertujuan untuk pengembangan aset, tentunya 

dengan ketentuan yang disepakati. Instrumen investasi dana 

dialokasikan di berbagai lini, di antaranya: saham di bursa efek, real 

estate, tanah, bangunan dan alokasi investasi lainnya. Mengenai 

penerapan denda keterlambatan pada BPJS Kesehatan menghasilkan 

keputusan sebagai berikut : 

Bahwa BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam 

aqad ta’a@wun, sehingga denda keterlambatan pembayaran BPJS 

Kesehatan boleh bagi yang mampu membayar. 
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Dasar hukum yang digunakan Muktamar Nahdlatul Ulama 

Ke-33 adalah :  

1) Al-quran surat al-Ma@’idah ayat 2 : 

                              

                          

                       

                                

         

 

Artinya :  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

shi'ar-shi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

binatang qala@-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan kerid}aan 

dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 

maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidil H}ara@m, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan 

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya.
27 

                                                             
27 Ibid., 106. 
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2) Hadith 

a) Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim  

عليو الله صلى الله  لُ و  سُ رَ  الَ : قَ  الَ ، قَ  -رضي الله عنو  -ى وسَ  مُ بِ أَ  ن  عَ  -
يَانِ  للِ مُؤ مِنِ  ال مُؤ مِنُ  )): -وسلم  َ ب َ  وَشَبمكَ  (( بَ ع ضًا بَ ع ضُوُ  يَشُد   كَال بُ ن   . أَصَابِعَوُ  يَ 

 (.٥٨٥٦. )٨/٦(، ومسلم ٦٤٤٦. )٣/۹٦۱متفق عليو. البخاري 
Artinya: 

Dari Abu Musa r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: 

Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti 

satu bangunan, yang saling menguatkan satu sama lain. Mutaffaq 
Alaih. Al-Bukhari 3/961 (6442) dan Muslim 2/8 (5852).

28
 

b) Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim  

الله صلى الله عليو  لُ و  سُ رَ  الَ : قَ  الَ ا، قَ مَ هُ ن   الله عَ  يَ ضِ رَ  يِ شِ ن بَ بِ  انِ مَ ع  الن ُ  ن  عَ  -
َ نِ مِ ؤ  مُ ال   لُ ثَ مَ  )): -وسلم  ا ذَ إِ  دِ سَ ال َ  لُ ثَ ، مَ م  هِ فِ اطُ عَ ت َ وَ  م  هِ احُِ رَ ت َ وَ  م  ىِ ادِّ وَ ي ت َ قِ  يَ 

متفق عليو.  ((ى مَ ال ُ وَ  رِ ه  لسم باِ  دِ سَ الَ  رَ ائِ سَ  وُ ى لَ اعَ دَ تَ  وِ ضُ عُ  وُ ن  ى مِ كَ تَ اش  
 البخاري

 
Artinya : 

Dari Nu’ma@n bin Bashi@r r.a berkata, Rasulullah saw. 

bersabda: Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, 

mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada 

salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan 

ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan 

sakitnya). Muttafaq alaih. Al-Bukhari 11/8 (1106), dan Muslim 

2/8 (6852).
29

 

                                                             
28 Abi Abdullah Muhammad,Shahih Bukhari, (Damaskus: Dar al-Kutub, 1996), Juz: 3, 961.  
29 Imam Abi Husain Muslim, Shahih Muslim, . . . , Juz:2, 8. 
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c) Hadith S}ah}i@h} Muslim  

 ٣٣٣ص  ٢٦صحيح مسلم ج 

عَريِ   انَ ث َ دم حَ  ثَ نَا  أبَُ و  عَامِرٍ ا لَأش  عًا عَن  أَبِ أسَُامَةَ قاَلَ أبَُ و  عَامِرٍ حَدم ي   وَأبَُ و  كُريَ بٍ جََِ
هِ أَبِ بُ ر دَةَ عَن  أَبِ مُو سَى  ثَنِِ بُ ريَ دُ ب نُ عَب دِالِله ب نِ أَبِ بُ ر دَةَ عَن  جَدِّ أبَُ و  أسَُامَةَ حَدم

عَريِِّيََ  إِنم قَالَ قاَلَ رَسُو لُ الِله  َش   باِل مَدِينَةِ  عِيَالِِِم   طعََامُ  قَلم  أوَ   ال غَز وِ  في  أرَ مَلُوا ذَاإِ  الأ 
نَ هُم   اق  تَسَمُوهُ  ثمُ  وَاحِدٍ  ثَ و بٍ  في  عِن دَىُم   كَانَ  مَا جَََعُوا  باِلسمويِمةِ  وَاحِدٍ  إنِاَءٍ  فِي  بَ ي  
هُم   وَأنَاَ مِنِِّ  فَ هُم    .مِن  

Artinya:  

Menceritakan Abu ‘A@mir dan Abu Kuraib dari Abi 

Usa@mah berkata Abu ‘A@mir menceritakan Abu Usa@mah 

menceritakan Buraid bin ‘Abdillah bin Abi Burdah dari Abi 

Burdah dari Abi Musa berkata, Rasulullah Saw bersabda: Bahwa 

kaum al-Ash’ariyy@in jika mereka kehabisan bekal di dalam 

peperangan atau makanan keluarga mereka di Madinah menipis, 

maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam 

satu lembar kain, kemudian mereka bagi rata di antara mereka 

dalam satu wadah, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah 

bagian dari mereka.
30

 

d) Hadith S}ah}i@h Muslim 

   ٢۹ص  ٢۷صحيح مسلم ج 

ن  يَا كُرَبِ  مِن   كُر بةًَ  مُؤ مِنٍ  عَن   نَ فمسَ  مَن  ((:  اللموِ  رَسُولُ  قاَلَ  : قَالَ   اللموُ  نَ فمسَ  الد 
ن  يَا في  وِ عَلَي   اللموُ  يَسمرَ  مُع سِرٍ  عَلَى يَسمرَ  وَمَن   ال قِيَامَةِ  يَ و مِ  كُرَبِ  مِن   كُر بةًَ  عَن وُ   الد 

خِرةَِ  لِمًا سَتَ رَ  وَمَن   وَالْ  ن  يَا في  اللموُ  سَتَ رهَُ  مُس  خِرةَِ  الد   كَانَ  مَا ال عَب دِ  عَو نِ  فِي  وَاللموُ  وَالْ 
 أَخِيوِ  عَو نِ  في  ال عَب دُ 

 

                                                             
30 Ibid., Juz:12, 300. 
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Artinya:  

Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa membebaskan 

seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan 

membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. 

Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang berada 

dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di 

dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, 

maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan 

selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong 

saudaranya sesama muslim.
31

 

e) Kitab al-Fiqh al-Isla@miy Wa Adillatuh  

 (٥/٦٣٤فقو الإسلامي وأدلتو )ال

أما التأميَ التعاوني : فهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم 
اشتراكاً معينًا، لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدىم إد تحقق خطر معيَ. 

 وىو قليل التطبيق في الياة العملية.

Artinya :  

 Adapun asuransi tolong menolong (kooperatif\) adalah 

beberapa orang sepakat agar masing-masing dari mereka 

membayar saham uang dalam jumlah tertentu dengan tujuan 

untuk memberi kompensasi bagi anggota yang terkena musibah 

tertentu. asuransi semacam ini secara praktik jarang digunakan.
32

 

f) Kitab al-Fiqh al-Isla@miy Wa Adillatuh  

 (٥/٦٣۹فقو الإسلامي وأدلتو )ال

موقف الفقو الإسلامي من التأميَ : لا شك كما تبيَ سابيقً في جواز التأميَ 
التعاوني في منظار الفقهاء المسلميَ المعاصرين ؛ لأنو يدخل في عقود التبرعات، 

                                                             
31 Ibid., juz: 17, 19. 
32 Wahbah az-Zuhaili@, al-Fiqh al-Isla@miy Wa Adillatuh, (Damasqus: Dar al-Fikri, 2003),  204. 
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ومن قبيل التعاون المطلوب شرعاً على البر والخي؛ لأن كل مشترك يدقع اشتراكو 
فس، لتخفيف آثار المخاطر وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركيَ، بطيب ن

أياً كان نوع الضرار، سواع في التأميَ على الياة، أو الوادث السدية، أو على 
الأشياء بسبب الريق أو السرفق أو موت اليوان، أو ضد المسؤولية من حوادث 

الأرباح. وعلى ىذا الأساس السي، أو حوادث العمل، ولأنو لا يستهدف تحقيق 
نشأت شركات التأميَ التعاوني في السودان وغيه، ونجحت في مها مها وأعمالِا، 

 بالرغم من وصف القنونييَ لِا بأنها بدائية.

Artinya : 

Pandangan fiqih tentang asuransi Islam : seperti yang 

terlihat pada pembahasan sebelumnya bahwa tidak ada keraguan 

mengenai bolehnya asuransi kooperatif dalam pandangan pakar 

hukum Islam kontemporer, karena asuransi ini termasuk kategori 

transaksi sumbangan sukarela, juga termasuk salah satu bentuk 

tolong-menolong dalam hal kebaikan dan kebajikan yang 

dianjurkan dalam syariat Islam. Pasalnya, setiap anggota dalam 

asuransi ini membayar cicilan atas dasar keikhlasan demi 

meringankan beban dari dampak-dampak bahaya dan 

memperbaiki hal-hal yang rusak akibat bahaya yang melanda 

salah seorang dari anggotanya, bagaimanapun bentuk bahaya baik 

bahaya yang melanda jiwa, jasmani, barang-barang akibat 

kebakaran, pencurian, kematian hewan, kecelakaan-kecelakaan 

lalu lintas, maupun bahaya dalam dunia kerja. Selain ini semua, 

asuransi kooperatif tidak bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan. 

Berdasarkan hal ini, maka berdirilah berbagai perusahaan-

perusahaan asuransi kooperatif di Sudan dan di negara lain. 

Kemudian ternyata perusahaan-perushaan asuransi kooperatif itu 

terbukti mampu menunjukkan kesuksesan kerja dan tugasnya-
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tugasnya, meskipun berbagai pakar hukum konvensional 

menilainya sebagai perusahaan asuransi konservatif.
 33
 

 

                                                             
33 Wahbah az-Zuhaili@, al-Fiqh al-Isla@miy Wa Adillatuh, . . . , 209.  


